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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  merupakan dokumen 

perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan 

perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan 

(Musrenbang)       bertingkat mulai dari kelurahan, kemantren, sampai ke tingkat 

kota. Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum 

Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) 

RKPD dapat diubah apabila ditemukan hal yang tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga APBD juga harus diubah.  

seperti hal-hal berikut  : 

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran 

antar unit  organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun 

sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; 

4. Keadaan darurat; dan 

5. Keadaan luar biasa. 

 

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya 

disingkat menjadi RENJA Perubahan Perangkat Daerah, merupakan dokumen 

perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam satu tahun 

anggaran berjalan dimana didalam perjalanannya terdapat perubahan anggaran 

yang disebabkan banyak hal. RENJA Perubahan  ini berfungsi sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan kegiatan yang dalam rangka mencapai tujuan dan menjadi alat 

ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan kedepan. Perubahan Rencana kerja 

disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat 

Daerah, dan berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD. 



I - 4 

 

 

 

 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Danurejan 

Tahun 2023 disusun berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2022 

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 dan Peraturan 

Walikota No 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kota Yogyakarta Tahun 2023. Dengan adanya acuan diatas, perubahan rencana 

kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai 

sasaran. Pada akhirnya Renja Perubahan ini di harapkan dapat menjadi acuan untuk 

menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Perubahan Kota 

Yogyakarta Tahun 2023. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun 

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kemantren Danurejan Tahun 2023 

adalah sebagai berikut : 

a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta; 

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
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h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil 

Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

i. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta; 

j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 

k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta; 

m. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 

n. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Rencana      Kerja 

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023  

o. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan 

Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja; 

p. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan 

Kota Yogyakarta. 

q. Perwal No 137 Tahun 2021 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota 

Yogyakarta; 

r. Perwal No 138 Tahun 2021 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada 

Pemerintah Kota Yogyakarta; 

 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren 

Danurejan Tahun 2023 adalah 

a. untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan wilayah, 

b. untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna 

peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah pembangunan 

Kota Yogyakarta tahun 2023. 
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Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Kemantren Danurejan Tahun 2023 ini adalah : 

a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS-P Tahun 2023 dalam rangka 

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Perubahan Tahun 2023; 

b. Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Perubahan Renja OPD Tahun 

2023; 

c. Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

Perubahan Tahun 2023; 

d. Untuk memastikan bahwa APBD Perubahan Tahun 2023 telah disusun 

berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023. 

 
 

1.4 Sistematika Penulisan 
 

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kemantren Danurejan 

Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut : 

 
BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 
 

 
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN 

TRIBULAN II TAHUN 2O23 

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan 

Tribulan II Tahun 2023 

 
BAB III. RENCANA PROGRAM KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 

PERANGKAT DAERAH 

3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023 
 
 

BAB IV. PENUTUP 
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BAB II 
 

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI 

DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2O23 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kemantren Danurejan sampai dengan       Triwulan II 

Tahun 2023 

Evaluasi Renja Kemantren Danurejan. 

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Danurejan sampai  dengan      Triwulan II 

memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Danurejan sampai 

dengan Triwulan II tahun 2023 sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja 

Kemantren Danurejan (Tabel 2.1) yang kami unduh melalui Aplikasi Simoneva 

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai 

perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. 

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum 

Kemantren Danurejan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU). 

Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Danurejan adalah : 

Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan dan 

Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan. 

Indikator Sasaran Kemantren Danurejan Tahun 2023 adalah : 

1.   Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan dengan Target 

Sasaran Kemantren Danurejan pada tahun 2023 adalah 409. Hasil dari penilaian 

evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan pada tahun 2023 

adalah 409. 

2.  Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan Target Sasaran 

Kemantren Danurejan pada tahun 2023 adalah Nilai A. 

 

Evaluasi Kinerja 

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran 

kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui 

pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai. 



II - 8 

 

 

 

 

Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau 

melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan 

melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan 

produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi 

kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan 

dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. 

Untuk mengukur kinerja Kemantren Danurejan Tahun 2023 - 2026, maka 

ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut: 

1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan  adalah 

Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan dibagi  Jumlah Kelurahan. 

2. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat adalah nilai yang 

diperoleh dari hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat. 

 

Hasil Capaian Kinerja dari Indikator (IKU) diatas dari tahun Tahun 2017 sampai dengan 

Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 

 
Data Perbandingan Indikator Kinerja Utama 

Kemantrena Danurejan Tahun 2017-2022 

 

 
Data dari Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2017 - 2022 

 

 

Sedangkan hasil yang dicapai untuk IKU tahun 2023 Kemantren Danurejan dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini : 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1.

Nilai evaluasi 

perkembangan 

pembangunan 

Kemantren 

Danurejan

340 343 398 400 402 404 395 383 403 401 402 408

No. Sasaran OPD
Target Realisasi
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Data Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan  

Kemantren Danurejan Tahun 2023 

No. Uraian Nilai Evaluasi Kelurahan 

1. Kelurahan Suryatmajan 408 

2. Kelurahan Tegalpanggung 407 

3 Kelurahan Bausasran 412 

  Jumlah 1227 

  Rata-rata 409 

  Data dari hAsil Evaluasi Kelurahan Tahun 2023 

 

 

Hasil Evaluasi Kelurahan Tahun 2023 ini , Kelurahan Bausasran berhasil 

mendapatkan nilai tertinggi di tingkat Kemantren Danurejan, kemudian diajukan untuk 

mengikuti Lomba Kelurahan di tingkat Kota Yogyakarta dan berhasil meraih juara I   

Sedangkan lomba Kelurahan di tingkat Propinsi DIY Kelurahan Bausasran meraih 

juara II 

Seperti disebutkan diatas bahwa pada Tahun 2023 ini Indikator Kinerja  

Kemantren Danurejan tidak lagi 1 (satu) indicator sasaran melainkan ada 2 (dua) 

indicator sasaran.  Untuk hasil capaian kinerja ke dua indicator diatas dapat dilihat 

dalam table di bawah ini : 

 

Data Perbandingan Indikator Kinerja Kemantren Danurejan 
Tahun 2023 – 2026 

NO SASARAN OPD 
TARGET REALISASI 

2023 2024 2025 2026 2023 

1 

Nilai Evaluasi 
Perkembangan 
Pembangunan 
Kemantren 
Danurejan 

409 409 409 409 409 

2 

Hasil Penilaian 
Mandiri Reformasi 
Birokrasi oleh 
Inspektorat 

A A A A  - 

Data dihimpun dari Metadata BAPPEDA dan Hasil; Evaluasi Kelurahan Tahun 2023 
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Data Perbandingan Indikator Kinerja Program Kemantren Danurejan 
Tahun 2023 – 2026 

 

    Data dihimpun dari Metadata BAPPEDA Tahun 2023 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan penetapan 

program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2023, telah diarahkan 

untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing- 

masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan berhasil, baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif. 

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan berhasil, namun masih ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses pencapaian kinerja tersebut, 

antara lain :  

1. Belum terpenuhinya jumlah pegawai Kemantren Danurejan baik kualitas 

maupun kuantitasnya sesuai kebutuhan; 

2. Masih banyak ketugasan diluar tupoksi yang dirangkap oleh pegawai 

Kemantren Danurejan; 

3. Adanya Dana Kelurahan yang sudah ditentukan oleh Pemkot sehingga ada 

beberapa kegiatan yang bersumber anggaran ganda ( Pusat dan Daerah) 

sehingga dalam mempertanggungjawabkan mengalami kendala. 

REALISASI

2023 2024 2025 2026
2023 

(cut off Juni 2023)

1

Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan Dan Pelayanan 

Publik

Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat Kemantren

Danurejan

82,50  poin 83 poin 83.50 poin 84 poin 82,61  poin

2

Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Dan 

Kelurahan

Angka Swadaya 

Masyarakat Total 

Kemantren Danurejan

1.137.124.275 

 Rupiah

1.193.980.489  

Rupiah

1.253.679.513  

Rupiah

1.316.363.489 

 Rupiah

1.030.820.000 

Rupiah

3

Program Koordinasi 

Ketentraman Dan Ketertiban 

Umum

Jumlah Pelanggaran 

Perda Kemantren 

Danurejan

49 

 Pelanggaran

48   

Pelanggaran

47    

Pelanggaran

46 

 Pelanggaran

20  

Pelanggaran

4
Program Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Umum

Persentase 

permasalahan 

Kemantren Danurejan 

terselesaikan sebagai 

hasil koordinasi

100 % 100 % 100 % 100 %

5

Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

Hasil penilaian SAKIP

oleh Inspektorat untuk

Kemantren Danurejan

A Nilai A Nilai A Nilai A Nilai

No. Program
Indikator Kinerja 

Program

TARGET
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4. Banyaknya aplikasi dari banyak OPD yang harus dipenuhi / dikerjakan 

5. Jaringan internet kurang stabil baik untuk pelayanan maupun penyelesaian 

tugas/ pekerjaan. 

6. Regulasi terkait Pedagang Kaki Lima (PKL) belum ada sehingga menjadi 

kendala saat penertiban PKL 

7. Swadaya Masyarakat setiap tahun sudah melebihi target, namun pendataan 

dan pengumpulan datanya kurang efektif ( masih sering terlambat dalam 

pelaporan) 

8. dan secara eksternal keberhasilan suatu kegiatan juga tidak lepas dari tingkat 

partisipasi masyarakat. 

 

Pada Tahun 2013 Kemantren Danurejan telah merencanakan dan melaksanakan 6 

Program dengan 19 Kegiatan dan 49 sub kegiatan 

Adapun Realisasi Fisik dan Keuangan sampai dengan Triwulan II atau bulan Juni 

2023 adalah sebagai berikut : 

 

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

a. Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

dengan anggaran sebesar Rp 4.600.000,00 , terealisasi sebesar 

Rp.2.185.000,00    atau sebesar 47.50 %. 

b. Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dengan anggaran 

sebesar Rp 1.150.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 1.150.000,00 atau  

sebesar 100%. 

c. Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD dengan 

anggaran sebesar Rp 1.150.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 1.150.000,00 

atau     sebesar 100%. 

d. Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran 

sebesar Rp 1.150.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 0 atau  sebesar 0%. 

e. Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan 

anggaran sebesar Rp 1.150.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 1.150.000 atau  

sebesar 100%. 
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f.   Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp 5.060.000,00 , 

terealisasi sebesar Rp. 2.185.000,00 atau sebesar 43.18 %. 

g. Sub.Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar  

Rp 1.150.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 0 atau  sebesar 0%. 

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar   

Rp 4.781.618.500,00 , terealisasi sebesar Rp. 2.146.309.288,00 atau sebesar 

44.88 %. 

b.  Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan  

anggaran sebesar Rp 2.760.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 690.000,00 atau 

sebesar 25.00%. 

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp 2.070.000,00 , terealisasi 

sebesar Rp. 1.035.00,00 atau sebesar 50.00%. 

d. Sub.Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD dengan anggaran 

sebesar Rp 1.150.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 460.000 atau  

sebesar 40.00%. 

e. Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun  

dengan anggaran sebesar Rp 690.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 0 atau  

sebesar 0%. 

f. Sub.Kegiatan Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan 

dengan anggaran sebesar Rp 1.150.000,00 , terealisasi sebesar Rp.575.000 

atau  sebesar 50%. 

g.  Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp 4.600.000,00 , 

terealisasi sebesar Rp. 1.150.000,00 atau sebesar 25.00%. 

h.  Sub. Kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis dengan 

anggaran sebesar Rp 345.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 0  atau sebesar 0 

%. 

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 

a. Sub. Kegiatan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD  dengan 

anggaran sebesar Rp 1.035.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 690.000  atau 

sebesar 66.67 %. 
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4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor dengan anggaran sebesar Rp 5.003.250,00 , terealisasi sebesar Rp. 

3.700.000,00 atau sebesar 73,95%. 

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan 

anggaran sebesar Rp 57.531.300,00, terealisasi sebesar Rp. 22.744.000,00 

atau sebesar 39,53%. 

c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan 

anggaran sebesar Rp 19.032.500,00 , terealisasi sebesar Rp. 9.657.500,00 

atau sebesar 50.74%. 

d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

dengan anggaran sebesar Rp 88.665.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 

44.390.000,00 atau sebesar 50,06%. 

5. Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

a. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar Rp 

44.500.000, terealisasi sebesar 39.800.000 atau sebesar 89.44 % 

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp 

1.750.000 , terealisasi sebesar Rp. 1.250.000,00 atau sebesar 71.43.00%. 

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

dengan anggaran sebesar Rp 101.167.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 

49.162.522.00 atau sebesar 48.60%. 

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran 

sebesar Rp 526.989.245,00 , terealisasi sebesar Rp. 185.700.000,00 atau 

sebesar 35.24%. 

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan 

anggaran sebesar Rp 70.790.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 22.136.602.00  

atau sebesar 31.27%. 

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

perijinan Kendaraaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional 
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atau lapangan dengan anggaran sebesar Rp 34.075.000,00 , terealisasi 

sebesar Rp. 6.274.007,00        atau  sebesar 18.41%. 

c.   Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran 

sebesar Rp 29.988.900,00 , terealisasi sebesar Rp. 15.078,00 atau sebesar 

50,28 %. 

d.  Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 228.040.000,00 , 

terealisasi sebesar Rp. 223.783.100,00 atau sebesar 98,13%. 

 

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 

a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi 

Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan 

Umum dengan anggaran sebesar Rp 23.250.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 

6.750.000,00 atau sebesar 29.03%. 

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 

a.  Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan 

Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran sebesar Rp 4.145.000,00 , 

terealisasi sebesar Rp. 2.750.000,00 atau sebesar 66.34%. 

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan 

Nonperizinan dengan anggaran sebesar Rp 24.452.500,00 , terealisasi sebesar 

Rp. 12.267.500.00 atau sebesar 50.17%. 

 

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 

a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 

66.662.155,00 , terealisasi sebesar Rp. 64.880.000.00 atau sebesar 97.33%. 

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 6.637.500,00 , 

terealisasi sebesar Rp. 6.085.500.00 atau sebesar 91.68%. 
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2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  dengan anggaran 

sebesar Rp 45.347.500,00 , terealisasi sebesar Rp. 19.048.500.00 atau sebesar 

42.01%. 

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan 

anggaran sebesar Rp 22.050.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 0.00 atau sebesar 

0%. 

3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan 

a. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dengan anggaran sebesar 

Rp 12.910.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 2.300.000.00 atau sebesar 17.82%. 

b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan 

Ketrampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya 

saing dengan anggaran sebesar Rp 62.855.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 

16.685.000.00 atau sebesar 26.55%. 

c. Sub Kegiatan Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas 

kelestarian lingkungan hidup dengan anggaran sebesar Rp 11.885.000,00 , 

terealisasi sebesar Rp. 2.070.000.00 atau sebesar 17.42%. 

d. Sub Kegiatan Pelatihan keluarga tanggap bencana alam dengan anggaran sebesar 

Rp 16.805.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 11.925.000.00 atau sebesar 70.96%. 

e. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan kesadaran keluarga dalam 

keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas dengan anggaran 

sebesar Rp 62.050.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 27.325.000.00 atau sebesar 

44.04%. 

4. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Suryatmajan 

a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Suryatmajan 

dengan anggaran sebesar Rp 413.196.180,00 , terealisasi sebesar Rp. 

220.306.000,00 atau sebesar 53,32%. 

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan dengan 

anggaran sebesar Rp 457.224.800 , terealisasi sebesar Rp. 165.171.300,00 atau 

sebesar 36,12%.  

5. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tegal Panggung 

a.  Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegal Panggung 

dengan anggaran sebesar Rp 496.752.500,00 , terealisasi sebesar Rp. 

6.204.000,00 atau sebesar 1,25%. 
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b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegal Panggung dengan 

anggaran sebesar Rp 402.229.000.00, terealisasi sebesar Rp.80.702.000 atau 

sebesar 20.06 %.   

 

6. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bausasran 

a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bausasran 

dengan anggaran sebesar Rp 359.500.000.00 , terealisasi sebesar Rp. 

12.024.000,00 atau sebesar 3.34%. 

 

b.  Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran dengan 

anggaran sebesar Rp 550.333.700,00 , terealisasi sebesar Rp. 250.162.950,00 

atau sebesar 45.46%. 

7. Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat 

(PPKM) 

a. Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 

dengan anggaran sebesar Rp 4.788.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 0 atau 

sebesar 0%. 

 

D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah 

a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan 

Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan anggaran sebesar Rp 

35.740.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 23.764.000,00 atau sebesar 66.49%. 

 

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 

1. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan 

Kepala Daerah 

a. Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, 

konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dengan anggaran 

sebesar Rp 4.140.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 2.070.000,00 atau sebesar 

50.00%. 
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b. Sub. Kegiatan Pelaksanaan tugas Forum koordinasi pimpinan di kecamatan 

dengan anggaran sebesar Rp 39.890.000,00 , terealisasi sebesar Rp. 

9.708.000,00 atau sebesar 24.34%. 

 

 

F. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKRTA URUSAN 

KEBUDAYAAN 

1. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga budaya. 

a. Sub Kegiatan Gelar budaya jogja  dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 

, terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%. 

 

Untuk lebih jelasnya kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Danurejan 

Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan dapat dilihat dalam tabel 2.1 dibawah 

ini : 
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BAB III 
 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM 

PERUBAHAN RENJA OPD 

 

 
3.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat 

Daerah 

 
Penyusunan Perubahan rencana Kerja SKPD harus mengacu pada Perubahan 

Rencana Kerja Daerah sebagai tindaklanjut dari rencana kerja nasional. Program dan 

kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun 

Daerah. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD merupakan 

penjabaran dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Daerah sesuai dengan tugas dan 

fungsi masing-masing SKPD. 

Indikator Sasaran Kemantren Danurejan Tahun 2023 adalah : 

1. Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan 

dengan Target Sasaran Kemantren Danurejan pada tahun 2023 adalah 373,5. 

2. Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat dengan Target 

Sasaran Kemantren Danurejan pada tahun 2023 adalah Nilai A. 

Program dan Kegiatan Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja 2023, 

memuat program dan kegiatan tahun berjalan, pergeseran output kegiatan, penambahan 

kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, 

lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. 

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program 

dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui                  belanja tidak langsung dan belanja 

langsung sebagaimana tabel Perubahan Rencana Kerja Kemantren Danurejan yang kami 

unduh di sipd.kemendagri.go.id 

Program dan kegiatan OPD KEMANTREN DANUREJAN terdiri dari 6 (empat) 

program yaitu; 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (tujuh) 

kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 (dua) 

kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan
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3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 7 (dua) kegiatan dan 

16 (enam belas) sub kegiatan 

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 (dua) kegiatan dan 

1 (satu) sub kegiatan. 

5. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 (dua) kegiatan dan 

2 (dua) sub kegiatan 

6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kebudayaan terdiri dari 1 

kegiatan dan 1 sub kegiatan  

 
Adapun pembahasan rencana kerja dalam setiap program dan kegiatan Kemantren 

Danurejan tahun 2023 diatas dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah    ini: 
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Mengetahui 

                 Mantri Pamong Praja
   

  

 

Bambang Endro Wibowo, SIP.MSI 
              NIP. 19700303199003100
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  BAB IV 

PENUTUP 

 
Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II 

2023 ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan 

program dan kegiatan selanjutnya, diantaranya adalah sebagai berikut : 

 

1. Meskipun perencanaan anggaran telah dibuat sebaik mungkin namun ada 

kalanya masih ada yang kekurangan anggaran dikarenakan keadaan yang tak 

terduga atau kebutuhan mendadak/mendesak. 

 

2. Untuk perencanaan penambahan kegiatan melalui anggaran Perubahan 2023 

harus mempertimbangkan pelaksaan kegiatan, terutama yang fisik karena 

keterbatasan waktu pelaksanaan yaitu hanya 2-3 bulan 

 
3. Belanja barang disarankan menggunakan e katalog, sehingga harus 

dipersiapkan lebih awal. 

 
4. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada DPA SKPD dan harus 

dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan 

dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan yang ditargetkan. 

 
5. Para PPTK harus selalu melakukan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan 

sehingga tidak ada kegiatan yang terlambat atau bahkan tidak terlaksana 

dengan alasan apapun, karena hal ini akan mempengaruhi kinerja Kemantren 

Danurejan. 

 
6. Kegiatan non fisik di tiga kelurahan seperti pelatihan-pelatihan harus 

dipertimbangkan manfaat kedepannya bagi warga masyarakat dan     diutamakan 

untuk pemulihan ekonomi akibat pendemi Virus Corona. 
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Demikian Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) OPD Kemantren 

Danurejan Tahun 2023 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan 

pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Danurejan Tahun 2023. 

 

 

Yogyakarta,       Agustus 2023 

    Mantri Pamong Praja 
 

 
Bambang Endro Wibowo, SIP.MSI 

        NIP. 197003031990031005 
 


